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ABSTRACT

The impact of the development of science and technology that has been misused as a means kejagatan it becomes extremely important to anticipate how legal policies , so that cyber crime is happening can be done to overcome the efforts of the criminal law , including in this case is the proof system . Said to be very important because of the enforcement of the criminal law a person can be said to justify or not guilty of committing criminal offenses , in addition to actions to blame for the power laws that have been there before , where the action is also supported by the strength of the evidence that the legitimate and accountable to him (element crime) .
In practice the process of proving the case of cyber crime still follow the legal provisions regarding the general proof in a criminal case . Until now there is no provision that specifically regulates the process of evidence electronically in cases of cyber crime . Verification system adopted by the Criminal Procedure Code is a system of verification by law negatively , because it is a blend of the system according to the law of evidence positively by proving system according to belief or Conviction in Time Theory .
This is evident from the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code which asserts that the judge should not convict unless someone with at least two valid evidence obtained by the belief that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it . In a criminal case resolution process , the process of verification is a process of truth-seeking material over a criminal event . This is different than the process of settlement of civil cases which is a formal process of truth-seeking . The process of proving itself an important part of the overall process of the proceedings .
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ABSTRAK

Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejagatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cyber crime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya, juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kejahatan). 

Pada praktiknya proses pembuktian pada perkara cyber crime tetap mengikuti ketentuan hukum mengenai pembuktian secara umum dalam perkara pidana. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang proses pembuktian secara elektronik pada perkara cyber crime. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau Conviction in Time Theory. 
Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian merupakan suatu proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana. Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

Kata kunci: sistem pembuktian, cyber crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi secara global telah menimbulkan tantangan-tantangan positif  bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional, maupun internasional. Di samping menimbulkan pengaruh positif juga memiliki sisi negatif manakala dampak dari kemajuan itu tidak diikuti dengan kemampuan sebagaimana cara mengoprasionalkan dan tidak tersedianya pengaturan (perangkat hukum) sebagai pembatasan bagi penggunaan (fungsi) teknologi itu sendiri.  Dalam kenyataan demikian perkembangan teknologi informasi patut disadari memiliki dampak bagi hukum yang telah ada dan memerlukan penyesuaian pengaturan lebih lanjut, sehingga penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi dalam pergaulan masyarakat tetap berada dalam landasan hukum yang benar.

Perkembangan teknologi dan perkembangan hukum telah menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (paper less). Perlu diperhatikan dalam kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data elektronik, baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (hardisk/floppy disc) atau yang merupakan hasil print out, atau dalam bentuk lain berupa jejak (path) dari suatu aktivitas pengguna komputer.

Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejagatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cyber crime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, disamping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya, juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kejahatan). 

Pada praktiknya proses pembuktian pada perkara cyber crime tetap mengikuti ketentuan hukum mengenai pembuktian secara umum dalam perkara pidana. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang proses pembuktian secara elektronik pada perkara cyber crime. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau Conviction in Time Theory. 
Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, proses pembuktian merupakan suatu proses pencarian kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana. Hal ini berbeda jika dibandingkan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Proses pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan persidangan.

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa
Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini menimbulkan permasalahan baru. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu bentuk kejahatan baru yang sering disebut dengan cyber crime, dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan tindak pidana mayantara.
 Secara garis besar cyber crime terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran.

Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (software) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (hardware).

Sebagaimana kita ketahui, bukti digital tidak dikenal dalam KUHAP. Untuk beberapa perbuatan hukum tertentu, bukti digital dikenal dan pengaturannya tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tentang Kearsipan, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai lex specialis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki kekhususan secara formil dibandingkan KUHAP. Salah satu kekhususan tersebut yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah terkait penggunaan alat bukti yang merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHAP.

Melihat fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga cyber crime yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum acara pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya.
Jadi dengan melihat pentingnya persoalan pembuktian cyber Crime, maka penulis ingin memfokuskan dalam sistem pembuktian terhadap Cyber Crime dalam perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis yakni tentang “Sistem pembuktian apa yang dianut dalam tindak pidana Cyber Crime?

C. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Tindak Pidana Cyber Crime
Cyber Crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Perbedaannya dengan kejahatan Konvensional dapat dilihat dari kemampuan serbaguna yang ditampilkan akibat perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Sebagai contoh, komunikasi yang melalui internet membuat pelaku kejahatan lebih mudah beraksi melewati batas wilayah negara untuk melakukan kejahatan tersebut. Internet juga membuat kejahatan semakin terorganisir dengan tersedianya teknik yang semakin canggih guna mendukung dan mengembangkan jaringan untuk perdagangan obat, pencurian uang, perdagangan senjata ilegal, penyelundupan dan lain-lain. Bagi para hacker keadaan ini memberikan ruang yang cukup luas untuk mengaplikasikan keahlian komputer yang dimilikinya. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya istilah Cyber Crime berbeda-beda, ada yang menggunakan istilah kejahatan komputer, kejahatan mayantara dan lain-lain. Sedikitnya terdapat dua kelompok para ahli yang memberikan pendapat mengenai istilah ataupun definisi mengenai kejahatan komputer, kejahatan yang berkaitan erat dengan komputer, atau penyalahgunaan komputer. Ada yang memandang kejahatan komputer dalam arti sempit, yakni kejahatan yang perlu menggunakan keahlian khusus pada komputer atau jaringan. Ada pula yang mengartikan dalam arti luas yaitu semua kejahatan yang berhubungan dengan komputer.

2. Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian dalam Peradilan

Menurut Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sidang pengadilan merupakan aspek esensial dan fundamental pembuktian, baek dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasehat hukumnya, maupun oleh majelis hakim. Walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama. Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan mulai dengan pemeriksaan saksi korban ( Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana yang dapat dilanjutkan dengan replik. Kemudian, bagi terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan berakhir dengan dibacakan pembelaan (pledoi), yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan (Vonis) baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun, sebenarnya pembuktian tersebut hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap penyelidiakan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana oleh hakim sebagai tahap akhirnya.

D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren.
 Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa manakala permasalahan dan tujuan penelitian studi hukum mencerminkan ranah ideal dari hukum (filsafat, asas-asas hukum, kaidah hukum, logika sistematika dan pengertian-pengertian pokok dari hukum), maka penelitiannya adalah normatif atau doktrinal.
  Serta dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni: Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konsep (konseptual aproach). Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dalam optik preskreptif
 dengan penalaran deduktif-induktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban dari permasalahan atau hasil/temuan penelitian.
 

II. PEMBAHASAN
A. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Cyber Crime

Proses pembuktian adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu peradilan, karena merupakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hasil pembuktian menjadi salah satu faktor penentu bagi sebuah putusan hakim, begitu pula dalam perkara pidana yang terjadi atau dilakukan melalui dan atau menggunakan media teknologi informasi atau dikenal dengan sebutan cyber crime, proses pembuktian menjadi penentu bagi seorang Terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana dan terbukti atau tidaknya unsur kesalahan terdakwa, sangat ditentukan oleh hasil pembuktian dalam perkara tersebut. 

Pada praktiknya sistem pembuktian pada perkara cyber crime tetap mengikuti ketentuan hukum mengenai pembuktian secara umum dalam perkara pidana. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau Conviction in Time Theory. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berbicara mengenai proses pembuktian tidak akan terlepas dari pembahasan tentang alat bukti. Ketentuan yang digunakan saat ini dalam pembuktian pada perkara cyber crime mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik, yang antara lain menyatakan bahwa “informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dianggap sebagai perluasan dari ketentuan mengenai alat bukti yang berlaku dalam hukum acara, dalam hal ini hukum acara pidana,” yakni Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan alat-alat bukti yang sah dalam peradilan pidana yaitu :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Melihat bahwa pada praktiknya proses pembuktian pada perkara cyber crime tetap mendasarkan pada ketentuan KUHAP, maka proses pembuktian dalam perkara cyber crime ini secara prinsip tidak berbeda dengan proses pembuktian biasa. Ada beberapa hal yang juga bersifat mendasar dalam proses pembuktian pada perkara cyber crime tersebut yang sangat berbeda dengan proses pembuktian pada perkara biasa. Berdasarkan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, proses pembuktian dapat diawali dari keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti pertama pada perkara pidana, akan sulit didapatkan pada perkara-perkara pidana yang melibatkan teknologi informasi (cyber crime), karena segala sesuatu atau semua perbuatan pelaku dalam perkara tersebut tentu dilakukan di dunia maya dan perbuatan itu dapat dilakukan kapan pun, di manapun sekalipun hanya sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi pada perkara-perkara cybercrime. 
Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: 
“yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 
Sistem pembuktian pada perkara cybercrime ini tentu saja tetap dapat dilakukan dengan mengajukan bukti surat berupa informasi dan atau dokumen elektronik tersebut yang dapat dilaksanakan langsung di persidangan dengan menyampaikan hasil print out informasi atau dokumen elektronik itu atau hakim dapat langsung mengakses informasi atau dokumen elektronik yang bersangkutan.

Berbicara mengenai alat bukti petunjuk, tidak terlepas dari ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP yang membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, yang secara limitatif hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi;

2. Surat;

3. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, alat bukti petunjuk hanya dapat diambil dari ketiga alat bukti di atas. Pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan apabila alat bukti lainnya belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas. Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang bergantung pada alat bukti lainnya yakni alat bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. 
Petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.

Alat bukti terakhir dalam hukum acara pidana adalah keterangan terdakwa, dalam hal ini seorang terdakwa akan diminta keterangannya dalam persidangan untuk menemukan bukti-bukti apakah terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak. Seorang terdakwa walaupun memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pun tetap dlindungi, berbeda dengan seorang saksi yang apabila memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan sanksi pidana telah memberikan keterangan palsu. Proses pembuktian di persidangan dalam perkara cybercrime harus tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal pembuktian di dunia Cyber sendiri telah diatur yaitu , termuat pada Pasal 5  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yaitu:

1. “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

3. Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 

Informasi elektronik sebagai suatu data atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu  memahaminya. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk hasil cetaknya adalah sebagai alat bukti hukum bilamana menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumpulkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Materi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 secara tegas menyebutkan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Apa yang disebutkan ketentuan pasal 5 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Paradoxaliteit terhadap ketentuan tersebut di atas, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Demikian pula dalam hal terdapat ketentuan lain dalam pasal 6 yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin kebutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Sistem pembuktian pada perkara cyber crime tetap mengikuti ketentuan hukum mengenai pembuktian secara umum dalam perkara pidana. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, karena merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau Conviction in Time Theory. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Ketentuan yang digunakan saat ini dalam pembuktian pada perkara cyber crime mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik, yang antara lain menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dianggap sebagai perluasan dari ketentuan mengenai alat bukti yang berlaku dalam hukum acara, dalam hal ini hukum acara pidana, yakni Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan alat-alat bukti yang sah dalam peradilan pidana yaitu :

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

2. Saran

1. Melihat perkembangan zaman yang diikuti dengan berkembangnya modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan mayantara (cyber crime), namun belum ada regulasi (kebijakan) yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai bukti-bukti elektronik dalam hukum pembuktian di persidangan, maka seyogyanya hakim harus mencari dan menemukan hukumnya, yaitu melakukan penemuan hukum (rechts-vinding).

2. Hakim hendaknya menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan mayantara (cyber crime), karena sudah banyak masyarakat menjadi korban.
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